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BAB IV

PENUTUP

Otonomi daerah dan era reformasi seakan memberikan “keleluasaan” bagi daerah dan masyarakat untuk lebih berperan dan berpartisipasi aktif dalam setiap segi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk sektor pendidikan. 

Realita yang kita hadapi sekarang menunjukkan bahwa perhatian masyarakat Aceh terhadap pendidikan dari waktu ke waktu mengalami kemunduran. Hal ini ditandai dengan minimnya rasa ikut memiliki (sense of belonging) dan rasa ikut bertanggung jawab (sense of responsibility) terhadap sekolah dan madrasah negeri,  meskipun terdapat sekolah dan madrasah yang masih dikelola secara penuh oleh masyarakat. 

Paradigma berfikir masyarakat yang memandang bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah semata sudah saatnya berubah. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah semata, melainkan tanggung jawab setiap orang khususnya para orang tua. Peran dan partisipasi secara aktif dari setiap warga masyarakat harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka melahirkan kader-kader bangsa yang memiliki intelektual yang tinggi dan memiliki moralitas yang baik. Pendidikan yang dimaksudkan Tentu saja bukan hanya pendidikan yang dapat ditempuh secara formal, melainkan juga yang termasuk pendidikan yang diselenggarakan secara informal.    
Semenjak terbentuknya Majelis Pendidikan Aceh (MPA), dari tahun ke tahun MPA semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga normatif yang menjadi mitra Pemerintah dan masyarakat Aceh yang kehadirannya sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan pendidikan di Aceh. 

Aceh dengan “keistimewaan” yang dimiliki di bidang pendidikan harus menjadi motivasi yang kuat dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan di bidang pendidikan. Percepatan pembangunan dan peningkatan di bidang pendidikan tentunya tidak dapat dibebankan pada pemerintah semata, hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat.

Dengan semakin berperan aktifnya MPA, diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih bagi lebih mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan bidang pendidikan di Aceh, pada  akhirnya Aceh yang memiliki keistimewaan di bidang pendidikan ini, akan mampu lahir tunas dan kader bangsa yang memiliki kompetensi, memiliki integritas, bermoral dan berakhlak yang baik serta professional.

Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengemban tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPA, menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MPA sesuai dengan keuangan daerah telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBA Tahun 2018.  Melalui Laporan Kinerja (LKj) ini Sekretariat MPA berupaya untuk mempertanggungjawabkan segala tugas dan kewajiban secara transparan dan akuntabel. 
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